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Legislator performance is a critical determinant of the effectiveness of regional
development oversight, yet it remains underexplored empirically at the regency-
level legislature. This study examines the effect of competence and public service
orientation on legislator performance among members of the Kerinci Regency
Regional House of Representatives (DPRD), both partially and simultaneously.
A quantitative associative approach was employed with a population of 30
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DPRD members selected through total sampling. Data were collected using a
Likert-scale questionnaire and analyzed using multiple linear regression, t-tests,
F-tests, and the coefficient of determination. The results show that competence
has a positive and significant effect on legislator performance (t = 3.122; sig =
0.004), as does public service orientation (t = 9.649; sig = 0.000). Simultane-
ously, both variables significantly affect performance (F = 49.613; sig = 0.000),
contributing 78.6%. These findings confirm the need to strengthen legislators’
technical capacity and public-interest orientation simultaneously to optimize
legislative oversight at the regional levelLegislator performance is a critical de-
terminant of the effectiveness of regional development oversight, yet it remains
underexplored empirically at the regency-level legislature. This study examines
the effect of competence and public service orientation on legislator performance
among members of the Kerinci Regency Regional House of Representatives
(DPRD), both partially and simultaneously. A quantitative associative approach
was employed with a population of 30 DPRD members selected through total
sampling. Data were collected using a Likert-scale questionnaire and analyzed
using multiple linear regression, t-tests, F-tests, and the coefficient of determina-
tion. The results show that competence has a positive and significant effect on
legislator performance (t = 3.122; sig = 0.004), as does public service orientation
(t = 9.649; sig = 0.000). Simultaneously, both variables significantly affect per-
formance (F = 49.613; sig = 0.000), contributing 78.6%. These findings confirm
the need to strengthen legislators’ technical capacity and public-interest orienta-
tion simultaneously to optimize legislative oversight at the regional level.
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Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dalam kerangka otonomi daerah menempatkan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada posisi strategis sebagai representasi rakyat yang menjalankan tiga
fungsi utama, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. Di antara ketiga fungsi tersebut, fungsi pengawasan
memiliki peran fundamental karena menjadi instrumen untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan
pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah berjalan secara efektif, akuntabel, dan berorientasi pada
kepentingan masyarakat. Kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut pada akhirnya sangat ditentukan
oleh kinerja individu legislator dalam menjalankan mandat politik sekaligus amanah publiknya.

Secara teoretis, fungsi pengawasan legislatif merupakan bagian dari mekanisme checks and balances dalam
sistem pemerintahan demokratis. Prinsip tata kelola yang baik menempatkan akuntabilitas, transparansi,
efektivitas, dan partisipasi publik sebagai pilar utama penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada tingkat
pemerintahan daerah (United Nations Development Programme, 2020). Mekanisme checks and balances dalam
pemerintahan demokratis bertujuan mencegah pemusatan kekuasaan serta memastikan pengawasan yang
efektif antarlembaga negara (Lijphart, 2021). Dalam kerangka ini, DPRD berperan sebagai pengimbang
kekuasaan eksekutif daerah, khususnya dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, sehingga
efektivitas fungsi tersebut sangat ditentukan oleh kapasitas dan kinerja individu legislator dalam menjalankan
perannya secara kritis dan konstruktif.

Pada konteks nasional, dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah masih memperlihatkan tantangan
yang cukup besar. Berbagai evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam beberapa tahun terakhir
menunjukkan masih adanya persoalan efektivitas pelaksanaan program pembangunan, ketidaksesuaian antara
perencanaan dan realisasi, hingga pelaksanaan program yang belum tepat sasaran. Persoalan tersebut kerap
berkaitan dengan lemahnya fungsi pengawasan oleh lembaga legislatif daerah, yang di banyak daerah masih
cenderung bersifat administratif dan seremonial, belum sepenuhnya menyentuh pengawasan substantif yang
kritis dan konstruktif terhadap pelaksanaan kebijakan pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran
DPRD sebagai institusi pengawas pembangunan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas para
legislatornya, sejalan dengan pandangan bahwa kinerja sektor publik perlu dilihat tidak hanya dari aktivitas
administratif, tetapi juga dari kualitas proses, keluaran, dan dampak kebijakan terhadap masyarakat (Van
Dooren et al., 2020; Leston-Bandeira & Thompson, 2020).

Berbagai kajian dalam periode 2018-2024 menunjukkan bahwa salah satu persoalan mendasar dalam
lembaga legislatif daerah berkaitan dengan kompetensi anggota dewan dalam menjalankan fungsinya serta
sejauh mana legislator memiliki orientasi pelayanan publik yang kuat. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa
berbagai problem legislasi dan pengawasan daerah kerap muncul karena kompetensi anggota legislatif yang
tidak merata, di mana tidak semua memiliki kemampuan teknis membaca dokumen pembangunan,
menganalisis kebijakan publik, serta memahami indikator kinerja pembangunan (Labay et al., 2021; Fikri et al.,
2024). Di sisi lain, sebagian legislator di berbagai daerah dinilai belum sepenuhnya menjadikan kepentingan
publik sebagai orientasi utama dalam aktivitas politik dan tugas kelembagaannya (Maabuat, 2019; Wijaya &
Prasetyo, 2022). Kondisi ini mengarah pada kesimpulan bahwa kompetensi dan orientasi pelayanan publik
memiliki keterkaitan erat dengan kinerja legislator.

Kompetensi dipahami sebagai kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang
memungkinkan individu melaksanakan tugasnya secara efektif (Campion et al., 2020). Dalam konteks DPRD,
kompetensi legislator mencakup kemampuan memahami dokumen perencanaan pembangunan, menganalisis
kebijakan publik, membaca laporan kinerja dan keuangan daerah, serta mengevaluasi capaian pembangunan.
Komponen pembentuk kompetensi tersebut umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap individu
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya (Hutapea & Thoha, 2021). Perbedaan tingkat kompetensi
antarlegislator berpotensi memengaruhi kualitas kinerja pengawasan pembangunan daerah yang dihasilkan,
sebagaimana ditegaskan oleh berbagai kajian terbaru mengenai kompetensi pegawai sektor publik yang secara
konsisten menunjukkan hubungan positif antara kompetensi dan kinerja (Wijayanti & Sari, 2023; Marlinda &
Hasan, 2021).

Di sisi lain, orientasi pelayanan publik dapat dijelaskan melalui perspektif New Public Service, yang
menegaskan bahwa aktor publik, termasuk legislator, harus menempatkan kepentingan warga negara sebagai
fokus utama dalam setiap aktivitas pemerintahan (Denhardt & Denhardt, 2021). Orientasi pelayanan publik
tercermin dari komitmen legislator untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat, mengawal pembangunan
agar tepat sasaran, serta memastikan kebijakan publik memberikan manfaat nyata bagi publik (Sabi et al., 2018;
Nabavi et al., 2021). Legislator yang memiliki orientasi pelayanan publik yang kuat cenderung menunjukkan
kinerja pengawasan yang lebih substantif dan berpihak pada kepentingan masyarakat, sejalan dengan temuan
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bahwa orientasi pelayanan yang tinggi berkaitan erat dengan kepuasan dan kepercayaan publik terhadap
institusi (Kassim & Ali, 2019; Qureshi et al., 2023).

Fenomena tersebut juga tampak pada pemerintah daerah di Provinsi Jambi, termasuk Kabupaten Kerinci,
yang dalam beberapa tahun terakhir terus melaksanakan agenda pembangunan untuk mendorong kesejahteraan
masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan percepatan pembangunan infrastruktur. DPRD
Kabupaten Kerinci, yang beranggotakan 30 orang legislator dengan pembagian fraksi dan komisi, terlibat
langsung dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Kebijakan Umum
Anggaran (KUA), Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD), sekaligus mengawasi pelaksanaan program pembangunan oleh perangkat daerah. Meskipun
secara formal berbagai rapat paripurna dan agenda pengawasan telah dilaksanakan, evaluasi pembangunan
daerah dalam beberapa periode terakhir masih memperlihatkan persoalan klasik seperti belum optimalnya
realisasi program, adanya kegiatan yang belum mencapai target indikator kinerja, hingga ketimpangan
pencapaian pembangunan antarsektor. Fakta tersebut menunjukkan masih terdapat ruang evaluasi terhadap
kualitas dan efektivitas kinerja legislator dalam menjalankan fungsi pengawasan pembangunan daerah, bukan
sekadar ada atau tidaknya kegiatan kedewanan.

Tidak seluruh legislator memiliki latar belakang pendidikan pemerintahan, administrasi publik, ekonomi,
atau bidang teknis lain yang relevan dengan tata kelola pembangunan, karena keberagaman latar belakang
anggota dewan—baik dari aktivis politik, pengusaha, tokoh masyarakat, maupun profesi lain—merupakan
bagian dari demokrasi itu sendiri. Namun demikian, keberagaman tersebut menuntut bahwa setiap legislator
tetap memiliki kompetensi dasar dalam memahami dokumen pembangunan, laporan realisasi anggaran,
indikator kinerja utama, serta laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Apabila kompetensi tersebut tidak
merata dan kemampuan analitis sebagian legislator belum memadai, fungsi pengawasan pembangunan
dikhawatirkan hanya berjalan secara administratif tanpa pemahaman substantif. Selain aspek kompetensi,
orientasi pelayanan publik legislator turut menentukan kualitas kinerja, mengingat dinamika politik kerap
memunculkan situasi di mana sebagian legislator lebih terjebak pada kepentingan kelompok atau fraksi yang
tidak selalu sejalan dengan kebutuhan publik.

Kajian terdahulu di bidang administrasi publik dan pemerintahan daerah masih lebih banyak memfokuskan
pada kinerja aparatur sipil negara, kinerja organisasi perangkat daerah, atau kualitas pelayanan publik secara
umum (Bastian et al., 2024; Piliang et al., 2025; Maryen et al., 2025). Penelitian yang secara khusus mengkaji
kinerja legislator DPRD sebagai subjek utama, terutama yang mengaitkan secara simultan antara kompetensi,
orientasi pelayanan publik, dan kinerja legislator dalam fungsi pengawasan pembangunan daerah, masih relatif
terbatas (Ruchend, 2019; Labay et al., 2021). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research
gap), baik dari sisi objek, variabel, maupun konteks lokasi penelitian. Pembaruan dalam penelitian ini terletak
pada upaya mengintegrasikan variabel kompetensi dan orientasi pelayanan publik sebagai faktor penentu kinerja
legislator DPRD dengan fokus empiris pada DPRD Kabupaten Kerinci, serta penekanan pada kinerja substantif
pengawasan—bukan sekadar kinerja formal-prosedural—seperti kualitas analisis, rekomendasi pengawasan,
dan kontribusinya terhadap perbaikan pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap
kinerja legislator, pengaruh orientasi pelayanan publik terhadap kinerja legislator, serta pengaruh kompetensi
dan orientasi pelayanan publik secara simultan terhadap kinerja legislator pada Anggota DPRD Kabupaten
Kerinci. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian administrasi pub-
lik dan studi legislatif daerah, serta kontribusi praktis bagi DPRD Kabupaten Kerinci dan pemangku kepent-
ingan lain dalam merumuskan kebijakan peningkatan kapasitas legislator dan penguatan fungsi pengawasan
pembangunan daerah.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk
menjelaskan fenomena melalui data numerik yang kemudian dianalisis secara statistik (Suharsaputra, 2018),
sedangkan pendekatan asosiatif bertujuan mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih
(Sugiyono, 2019). Penelitian ini secara khusus menguji hubungan kausal antara variabel kompetensi (X1) dan
orientasi pelayanan publik (X2) terhadap kinerja legislator (Y) pada Anggota DPRD Kabupaten Kerinci. Lokasi
penelitian ditetapkan di Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dengan waktu pelaksanaan dari
November 2025 hingga Februari 2026.

Populasi penelitian ini adalah seluruh Anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang berjumlah 30 orang.
Mengingat jumlah populasi kurang dari 100 orang, teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel
jenuh (fotal sampling), yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sampel penelitian (Sugiyono, 2019). Dengan
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demikian, seluruh 30 Anggota DPRD Kabupaten Kerinci menjadi responden penelitian melalui penyebaran
kuesioner secara langsung.

Data dikumpulkan melalui metode kuesioner berisi daftar pernyataan terstruktur yang dibagikan kepada
responden (Sugiyono, 2019). Pengukuran terhadap variabel dependen dan independen menggunakan skala
Likert lima poin, dengan rentang skor 1 untuk jawaban “sangat tidak setuju” hingga skor 5 untuk jawaban
“sangat setuju”. Semakin tinggi skor yang diperoleh responden, semakin positif sikap responden terhadap objek
yang diukur.

Variabel kinerja legislator (Y) didefinisikan sebagai hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan
tugas yang dibebankan kepadanya, didasarkan pada kecakapan, pengalaman, kesungguhan, dan ketepatan
waktu (Hasibuan, 2019), yang diukur melalui lima indikator meliputi produktivitas legislator, responsivitas
terhadap aspirasi publik, akuntabilitas kinerja, efektivitas pengawasan pembangunan, dan kualitas hasil
kebijakan (Halimatussakdiah, 2025). Variabel kompetensi (X1) didefinisikan sebagai kemampuan individu yang
melibatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif
(Rahma, 2021), yang diukur melalui tiga indikator yaitu pengetahuan (knowledge), kemampuan/keterampilan
(skill), dan sikap (attitude) (Hutapea & Thoha, 2021). Variabel orientasi pelayanan publik (X2) dipahami sebagai
orientasi nilai dan perilaku dalam birokrasi yang menitikberatkan pemenuhan kebutuhan, kepuasan, dan
keberlanjutan layanan terhadap masyarakat (Sabi et al., 2018), yang diukur melalui lima dimensi SERVQUAL
meliputi keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), empati (empathy), dan
bukti fisik (tangibles) (Parasuraman et al., 2018).

Instrumen penelitian diuji melalui dua tahap, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas dilakukan
dengan membandingkan nilai r hitung (corrected item-total correlation) terhadap r tabel; item dinyatakan valid
apabila r hitung lebih besar dari r tabel pada taraf signifikansi 5 persen (Ghozali, 2018). Uji reliabilitas
menggunakan metode Cronbach’s Alpha, dengan kriteria suatu variabel dinyatakan reliabel apabila nilai
Cronbach’s Alpha lebih besar dari 0,60 (Ghozali, 2018). Sebelum dilakukan analisis regresi, data diuji melalui
serangkaian uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas menggunakan statistik Kolmogorov—Smirnov untuk
menentukan apakah residual berdistribusi normal (signifikansi lebih besar dari 0,05 menunjukkan distribusi
normal); uji multikolinearitas dengan melihat nilai folerance dan variance inflation factor (VIF), di mana tidak
terjadi multikolinearitas apabila nilai folerance lebih besar dari 0,10 atau VIF lebih kecil dari 10; serta uji
heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser, di mana model dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas apabila
nilai signifikansi seluruh variabel bebas lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2018).

Teknik analisis data terdiri dari analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis deskriptif dilakukan
dengan menyajikan data primer ke dalam tabel distribusi frekuensi, kemudian menghitung skor total, rata-rata
skor, dan Tingkat Capaian Responden (TCR) untuk setiap item dan variabel (Arikunto, 2016). Skor total
dihitung dari akumulasi perkalian frekuensi jawaban dengan bobot skala Likert, rata-rata skor diperoleh dari
skor total dibagi jumlah responden, dan TCR dihitung dari rata-rata skor dibagi skor maksimal (5) dikali 100
persen. Nilai TCR diinterpretasikan ke dalam lima kategori, yaitu sangat baik (90-100%), baik (80-89,9%),
cukup baik (65-79,9%), tidak baik (55-64,9%), dan sangat tidak baik (0-54,9%) (Arikunto, 2016).

Analisis inferensial menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25,
mengikuti persamaan Y = a + b1X1 + b2X2 + e, di mana Y adalah kinerja legislator, a adalah konstanta, X1
adalah kompetensi, X2 adalah orientasi pelayanan publik, bl dan b2 adalah koefisien regresi masing-masing
variabel, dan e adalah error (Ghozali, 2018). Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji t untuk menguji pengaruh
parsial setiap variabel bebas terhadap variabel terikat dengan mengasumsikan variabel lain konstan (Sugiyono,
2019), serta uji F untuk menguji pengaruh simultan seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat (Sugiyono,
2019). Kriteria pengujian uji t dan uji F didasarkan pada perbandingan nilai t hitung/F hitung dengan t tabel/F
tabel, serta perbandingan nilai signifikansi dengan taraf alpha 0,05. Selanjutnya, koefisien determinasi (R?)
dihitung untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel kompetensi dan orientasi pelayanan publik dalam
menjelaskan variasi kinerja legislator (Sugiyono, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Karakteristik responden penelitian menunjukkan bahwa dari 30 Anggota DPRD Kabupaten Kerinci, mayoritas
berjenis kelamin laki-laki sebanyak 24 orang (80%) dan perempuan sebanyak 6 orang (20%). Berdasarkan
kelompok usia, responden berusia di bawah 30 tahun sebanyak 2 orang (6%), usia 31-40 tahun sebanyak 8 orang
(27%), usia 41-50 tahun sebanyak 12 orang (40%), dan usia di atas 50 tahun sebanyak 8 orang (27%). Komposisi
ini menunjukkan bahwa mayoritas legislator berada pada usia produktif dan matang secara pengalaman politik,
yang berpotensi mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara lebih berpengalaman.
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Tabel 1 <Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia>

Karakteristik Kategori Jumlah (orang) Persentase (%)

Jenis Kelamin Laki-laki 24 80,0
Perempuan 6 20,0

Usia < 30 tahun 2 6,0
31-40 tahun 8 27,0
41-50 tahun 12 40,0
> 50 tahun 8 27,0

Data Arsip DPRD Kabupaten Kerinci, 2026

Tabel 2 <Ringkasan Hasil Uji Validitas Instrumen

Variabel Jumlah Item Rentang r Hitung r Tabel Ket.
Kinerja Legislator (Y) 10 0,613 -0,856 0,3610 Valid
Kompetensi (X1) 6 0,763 - 0,874 0,3610 Valid
Orientasi Pelayanan Publik (X2) 10 0,756 — 0,884 0,3610 Valid

Data diolah, 2026

Pengujian validitas instrumen menggunakan kriteria r tabel sebesar 0,3610 (N = 30, a = 5%). Seluruh item
pernyataan pada ketiga variabel—kinerja legislator, kompetensi, dan orientasi pelayanan publik—menunjukkan
nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel, dengan rentang nilai berkisar antara 0,613 hingga 0,946, sehingga
seluruh item dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen pengukuran.

Tabel 3 <Hasil Uji Reliabilitas>

Variabel Cronbach's Alpha Nilai Kritis Keterangan
Kinerja Legislator (Y) 0,944 0,60 Reliabel
Kompetensi (X1) 0,941 0,60 Reliabel
Orientasi Pelayanan Publik (X2) 0,963 0,60 Reliabel

Data diolah, 2026

Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,944 untuk variabel kinerja legislator,
0,941 untuk variabel kompetensi, dan 0,963 untuk variabel orientasi pelayanan publik. Ketiga nilai tersebut jauh
melampaui ambang batas 0,60, sehingga seluruh instrumen dinyatakan sangat reliabel dan konsisten dalam
mengukur konstruk yang dimaksud.

Uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut.
Uji normalitas dengan statistik Kolmogorov—Smirnov menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,200, yang lebih
besar dari 0,05, sehingga residual data dinyatakan berdistribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan nilai
tolerance sebesar 0,995 dan VIF sebesar 1,005 untuk kedua variabel bebas, jauh di bawah ambang batas VIF 10
dan di atas ambang batas tolerance 0,10, sehingga tidak ditemukan gejala multikolinearitas antara variabel
kompetensi dan orientasi pelayanan publik. Uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser menghasilkan nilai
signifikansi sebesar 0,276 untuk variabel kompetensi dan 0,091 untuk variabel orientasi pelayanan publik,
keduanya lebih besar dari 0,05, sehingga model regresi dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas. Dengan
terpenuhinya seluruh asumsi klasik tersebut, model regresi linier berganda dalam penelitian ini layak digunakan
untuk menguji hipotesis.

Tabel 4 <Ringkasan Hasil Uji Asumsi Klasik>

Jenis Uji Variabel Nilai Statistik Kriteria Keterangan
. Unstandardized . .
Normalitas (K-S) Residual Sig. = 0,200 Sig. > 0,05 Normal
o . . Tol. =0,995; Tol. > 0,10; Tidak ada
Multikolinearitas  Kompetensi (X1) VIF = 1,005 VIF < 10 multikolinearitas
Orientasi Pelayanan Tol. =0,995; Tol. > 0,10; Tidak ada
Publik (X2) VIF = 1,005 VIF < 10 multikolinearitas
Heteroskedastisitas . . . Tidak ada
(Glejser) Kompetensi (X1) Sig. = 0,276 Sig. > 0,05 heteroskedastisitas
Orientasi Pelayanan . . Tidak ada
Publik (X2) Sig. = 0,091 Sig. > 0,05 heteroskedastisitas

Data diolah, 2026

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa variabel kinerja legislator memperoleh rata-rata Tingkat
Capaian Responden (TCR) sebesar 73,27%, variabel kompetensi sebesar 73,22%, dan variabel orientasi
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pelayanan publik sebesar 72,53%, yang seluruhnya berada pada kategori cukup baik. Nilai TCR terendah pada
variabel kinerja legislator terdapat pada indikator efektivitas pengawasan pembangunan, khususnya terkait
keterlibatan langsung anggota dewan dalam proses pengawasan di lapangan. Pada variabel kompetensi, nilai
TCR terendah berada pada indikator sikap (attitude), terutama menyangkut pelaksanaan tugas secara
profesional dan etis. Sementara itu, pada variabel orientasi pelayanan publik, nilai TCR terendah ditemukan
pada tiga indikator, yaitu keandalan, daya tanggap, dan bukti fisik pelayanan. Pola ini mengindikasikan bahwa
meskipun secara keseluruhan kinerja dan kapasitas legislator berada pada kategori yang memadai, masih
terdapat ruang perbaikan pada aspek keterlibatan substantif dan profesionalisme sikap dalam pelaksanaan tugas.

Tabel 5 <Ringkasan Tingkat Capaian Responden (TCR) >

Variabel Rata-Rata Skor TCR (%) Kriteria

Kinerja Legislator (Y) 3,66 73,27 Cukup Baik
Kompetensi (X1) 3,66 73,22 Cukup Baik
Orientasi Pelayanan Publik (X2) 3,63 72,53 Cukup Baik

Data diolah, 2026

Analisis regresi linier berganda menghasilkan persamaan Y = 4,648 + 0,347X1 + 0,672X2, yang
menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 4,648 berarti apabila variabel kompetensi dan orientasi pelayanan
publik bernilai nol, maka kinerja legislator berada pada nilai 4,648. Koefisien regresi kompetensi sebesar 0,347
menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan kompetensi akan meningkatkan kinerja legislator sebesar 0,347
satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien regresi orientasi pelayanan publik sebesar 0,672
menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan orientasi pelayanan publik akan meningkatkan kinerja
legislator sebesar 0,672 satuan dengan asumsi variabel lain konstan. Besaran koefisien ini mengindikasikan
bahwa orientasi pelayanan publik memberikan kontribusi marginal yang lebih besar dibandingkan kompetensi
dalam memprediksi kinerja legislator pada konteks penelitian ini.

Hasil uji t menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja legislator,
dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 3,122 yang lebih besar dari t tabel sebesar 2,05183, serta nilai signifikansi
0,004 yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa kompetensi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja legislator pada Anggota DPRD Kabupaten Kerinci diterima.
Temuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki legislator—baik dalam aspek
pengetahuan terhadap regulasi dan dokumen pembangunan, keterampilan analisis kebijakan, maupun sikap
profesionalisme dan integritas—maka semakin baik pula kinerja yang dihasilkan dalam menjalankan fungsi
legislasi, anggaran, dan pengawasan. Temuan ini konsisten dengan berbagai kajian terkini yang menegaskan
bahwa kompetensi merupakan determinan kuat terhadap kinerja pegawai maupun pejabat publik, baik melalui
jalur langsung maupun melalui penguatan budaya organisasi (Wijayanti & Sari, 2023; Piliang et al., 2025;
Marlinda & Hasan, 2021). Kompetensi memberikan dasar kemampuan teknis yang memungkinkan legislator
memahami secara mendalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD dan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, sehingga rekomendasi pengawasan yang dihasilkan lebih
substantif dan berbasis data, bukan sekadar bersifat administratif-seremonial.

Tabel 6 <Hasil Analisis Regresi Linier Berganda dan Uji t>
Koefisien Std.

Variabel (B) Error t Hitung Sig. Keterangan
Konstanta 4,648 3,657 1,271 0,215 -
Kompetensi (X1) 0,347 0,111 3,122 0,004 Signifikan
Orientasi Pelayanan Publik (X2) 0,672 0,070 9,649 0,000 Signifikan

Data diolah, 2026. t tabel (df=27; a=0,05) = 2,05183

Hasil uji t juga menunjukkan bahwa orientasi pelayanan publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja legislator, dengan nilai t hitung sebesar 9,649 yang jauh melampaui t tabel sebesar 2,05183, serta nilai
signifikansi 0,000. Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa orientasi pelayanan publik berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kinerja legislator pada Anggota DPRD Kabupaten Kerinci diterima. Nilai t hitung yang
jauh lebih besar dibandingkan variabel kompetensi mengindikasikan bahwa orientasi pelayanan publik
merupakan prediktor yang relatif lebih dominan dalam menjelaskan kinerja legislator pada konteks penelitian
ini. Hal ini sejalan dengan perspektif New Public Service yang menempatkan kepentingan warga sebagai fokus
utama setiap tindakan aktor publik (Denhardt & Denhardt, 2021), serta temuan empiris terbaru yang
menunjukkan bahwa orientasi pelayanan publik berkontribusi signifikan terhadap kinerja melalui penguatan
komitmen, motivasi intrinsik, dan akuntabilitas pelayanan (Hartono & Suryani, 2024; Adiningsih & Wibowo,
2025; Qureshi et al., 2023). Dalam konteks DPRD Kabupaten Kerinci, orientasi pelayanan publik tercermin
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dari upaya anggota dewan menyerap aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses, menindaklanjuti keluhan
publik, serta memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan manfaat nyata, yang pada
akhirnya mendorong peningkatan kinerja pengawasan secara keseluruhan.

Tabel 7 <Hasil Uji F (Simultan) dan Koefisien Determinasi>

Statistik Nilai
F Hitung 49,613
F Tabel 3,35
Sig. 0,000
R 0,887
R Square 0,786
Adjusted R Square 0,770
Std. Error of the Estimate 2,42937

Data diolah, 2026

Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 49,613 yang lebih besar dari F tabel sebesar 3,35, dengan
nilai signifikansi 0,000. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa kompetensi dan
orientasi pelayanan publik secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja legislator pada
Anggota DPRD Kabupaten Kerinci diterima. Temuan ini menegaskan bahwa kedua variabel memiliki peran
yang saling melengkapi: kompetensi memberikan dasar kemampuan teknis dan profesional yang diperlukan
dalam menjalankan tugas, sementara orientasi pelayanan publik memberikan arah dan tujuan pelaksanaan
tugas agar tetap berfokus pada kepentingan masyarakat. Legislator yang memiliki kompetensi tinggi namun
tidak diimbangi orientasi pelayanan publik yang kuat berisiko kurang maksimal dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat, sebaliknya orientasi pelayanan publik yang tinggi tanpa didukung kompetensi memadai dapat
menghambat efektivitas pelaksanaan tugas. Pola hubungan saling melengkapi ini juga ditemukan pada studi-
studi terbaru mengenai kinerja sektor publik yang menekankan pentingnya integrasi kapasitas teknis dan
orientasi nilai pelayanan secara bersamaan (Fan et al., 2022; Mishra & Hassen, 2023; Zubair et al., 2021).

Koefisien determinasi (R?) sebesar 0,786 menunjukkan bahwa variabel kompetensi dan orientasi pelayanan
publik secara bersama-sama menjelaskan 78,6% variasi kinerja legislator pada Anggota DPRD Kabupaten
Kerinci, sedangkan sisanya sebesar 21,4% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini, seperti
motivasi kerja, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, atau dinamika politik internal fraksi. Besaran kontribusi
ini tergolong tinggi dan menunjukkan bahwa model penelitian yang dibangun memiliki daya jelas (explanatory
power) yang kuat terhadap variasi kinerja legislator di lokasi penelitian.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kinerja legislator tidak dapat
dipandang sebagai hasil dari satu faktor tunggal, melainkan kombinasi berbagai faktor yang saling mendukung.
Upaya peningkatan kinerja Anggota DPRD Kabupaten Kerinci perlu dilakukan secara komprehensif, baik
melalui penguatan kompetensi teknis—misalnya melalui bimbingan teknis pembacaan dokumen anggaran dan
analisis kebijakan publik—maupun melalui penguatan orientasi pelayanan publik, seperti pelatihan etika
jabatan publik dan penguatan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat. Sejalan dengan rendahnya capaian
pada indikator keterlibatan langsung dalam pengawasan lapangan, profesionalisme sikap, dan keandalan-daya
tanggap pelayanan, penguatan pada aspek-aspek tersebut diperkirakan akan memberikan dampak signifikan
terhadap optimalisasi fungsi pengawasan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan tiga temuan utama. Pertama, kompetensi berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja legislator pada Anggota DPRD Kabupaten Kerinci, yang menegaskan bahwa penguatan
kapasitas pengetahuan, keterampilan analisis kebijakan, dan sikap profesional legislator merupakan prasyarat
penting bagi efektivitas fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kedua, orientasi pelayanan publik
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja legislator, dengan kontribusi marginal yang lebih besar
dibandingkan kompetensi, menunjukkan bahwa komitmen terhadap kepentingan masyarakat menjadi
pendorong utama efektivitas kinerja kedewanan pada konteks penelitian ini. Ketiga, kompetensi dan orientasi
pelayanan publik secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja legislator dengan kontribusi sebesar
78,6%, yang mengindikasikan bahwa kedua faktor tersebut bersifat saling melengkapi dan perlu dikembangkan
secara bersamaan, bukan secara terpisah, untuk mengoptimalkan kinerja pengawasan pembangunan daerah.

Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya DPRD Kabupaten Kerinci dan pemangku kebijakan terkait
merancang program peningkatan kapasitas legislator yang mengintegrasikan dimensi teknis dan dimensi nilai
pelayanan secara seimbang, antara lain melalui bimbingan teknis analisis dokumen pembangunan, penguatan
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kode etik dan profesionalisme jabatan publik, serta penguatan mekanisme penyerapan dan penindaklanjutan
aspirasi masyarakat. Penelitian lanjutan disarankan memperluas model dengan menambahkan variabel lain
yang relevan, seperti motivasi kerja, gaya kepemimpinan, atau budaya organisasi, serta memperluas unit analisis
pada beberapa DPRD di wilayah berbeda agar diperoleh temuan yang lebih generalizable.
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